af"'/ I
BUPATI OGAN ILIRY -
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN APLIKASI PENDUKUNG LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
@‘- BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun tata kelola administrasi
kependudukan yang efektif dan efisien perlu
mengembangkan  Sistem  Pelayanan  Administrasi
Kependudukan yang baru;

b. bahwa sistemn pelayanan administrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada
masyarakat dengan cara menerapkan mekanisme secara
daring melalui Aplikasi Pendukung Layanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan
Ilir;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

(‘l) dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Aplikasi Pendukung Layanan Administrasi
Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Ogan Ilir
Mengingat = X Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan-Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

7
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Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 595);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ~ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4736);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

184);
/
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Menetapkan : PERATURAN ByPAT)

Kependudukan secara Daring (

- Lenbaran N +
Indonesia Tahun 9018 Nomgs, 15 ' an Negara Republik

11

82, Tamb
Republik Indonesia Nomor 4737)

12.  Peraturan Pemerintah No

mor 18 Tahun 2016

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Ogan 1Ilir (Lembaran Daerah
Kabypaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Og

an llir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2.

MEMUTUSKAN:

TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI
PENDUKUNG LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KABUPATEN
OGAN ILIR
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya  disebut
Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

r. . - -
ggt?ge:(l)llaan Sistem Informasi Aplikasi Pendukung Layana_n.A(;{m;)mstr;in
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sxp;l 2 a ué):;am
Ogan Ilir adalah rangkaian kegiatan penataan dan pler;{e ti alx{l L
penerbitan dokumen dan Data Kependudukan berbasis Ele tror;l g; o
Aplikasi LOPE CAPIL dan AKU M.ANI?IRI .berba81s. we g
memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan mlfo]rxr_lasia e
Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring melala y sty
yang selanjutnya disebut AKU MANDIRI adalah proses : Sp arittlannya
Dokumen Kependudukan yang pengiriman da}ta/berkas persy
dilakukan dengan Media Elektronik yang beTbasis Web.
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10.

11,

12.

13,

14.

15.

16.

Layanan Pemanfaatay Datg
LOPE CAP‘lLadalah layanan
aplikasi berbasis Wep, A

adrir$trasi ke » Pencatat
Pendu an
berupa-- karty j . dukan Serta Penerbitan = uduk rentan

alat verifikasi dan autentikasi.
Penanda Tangan adalah subjek hukum
dengan TTE.

Penyelenggara TTE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak
terpercaya yang memfasilitasi pembuatan TTE.

Data Pexrepuatan TTE adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi,
dan / ata,, kode yang dihasilkan dari pengubahan dari tanda tangan
manual menjddi TTE, termasuk kode lain yang dihasilkan dari
perkembangan teknologi / informasi.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteuskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, _elektromagnetik, optikal, atau sejenisnwy, yang dapat dilihat,
di P ERU, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,
tidak terbatas pada tuli.san, syara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perfrasi yang
memiliki makna yang dapat dipahami. . o
Arsip <dalah ckaman kegh an atau perigiwa dalam berbagai bentu -kanl
mediam™esuai dengan perkembangan teknologi ifipmasi fian komzlml asl
yang dib_at dan diterima oleh lembaga nt.fgaf.a, pemenntalll{artlan aeg;;
18“baga ~pendidikal’, perusahaan, organisasi kemasyli;? gtt)crb,angsa,
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyara%at

dan bernegara.
i+

yang terasosiasikan atau terkait
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18.

19.

20.

21.

al yang dikelola o]
h
s b J‘rim_ngandan Eencatr?\tan. Sipil Dalam Negeri ya;g
kependudukan. omunikasi data administrasi

Kios Pelayanan Administrasi K i :

unit pelayanan mandiri untziem:;:;:zmmdﬁzduk;k et
Pelayanan Adminduk Daring. PRSP Nt
izl;?atin leplr.lan Tinggi P{'a‘tama yang selanjutnya disebut JPT Pratama
—aial pegawal Aparatu” Sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan
tmggx pratama atau eselon i1 yang berfungsi memimpin dan memotivasi
Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah.

Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil  Negara yang
mendyquki jabatan  strukturan eselon III atau administrator
berta}nggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan
pu.bhk serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

?e, jabat Pengawas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki
jabatan strukturan eselon IV atau pengawas dan bertanggungjawab

mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat
pelaksana.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini selagai pedoman dalam pengelolaan
apikasi pendukung layanan administrasi kependudukan dan pengeldaan data
Iaforvaaisy sertd? leamnan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan relevan
un tu k naendukungpelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1.

2-
3.

kependudukan.

Membangun  basis data, informasi dan
kependudukan.

Sebagai acuan dalam mengambil kebijakan pelayanan administrasi

Meningkatkan dan mempercepat 1aLyanan kepada masyarakat.

pelayanan  administrasi

BAB 11
SISTEM INFORMASI APLIKASI PENDUKUNG LAYANAN

Bagian Kesatu
Umum
pasal 4

ikasi Pendukung Layanan
(1) Setjap Masyarakat dapat menggunakan Aplikasi Pen g

Disdukcapil (LOPE CAPIL dal AKU MANDIRI).

(2) Sistem  Aplikasi pendkung Layanan Disdukcapil diterapkan dan

dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaya?an ifirmasi
administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

i
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v e Yanan Draiy .
menjadi sistem pendu kaprl (LOPE ca
layanan administrasi kep

Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat

. . Pasal 5
(1) Sistem Aplikasi Pendukung Laya

e nan Disdukcapil adalah proses dan aplikasi
a. berbasis komputer dan dilakukan secara online;
b. mengelola informasi dan data kependudukan:
mendukung fungsi dan ty [ :

gas pemerintah ‘ ini i
T p an dalam pelayanan administrasi

C.

d. mendulfung pfogram pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan
Dukcapil Go Digital.

(2) Fungsi Aplikas Pendukung Layanan Disdukcapil antara lain :

a. alat untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan;
b. media informasi antar lintas sektoral.

Pasal 6
Manfaat Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat
yang cepat, efektif dan efisien;

Mengolah data kependudukan;

Memperluas jangkauan informasi dan layanan administrasi kependudukan;

Mempermudah akses warga dalam memperoleh informasi dan layanan
administrasi kependudukan.

Bagian Ketiga
Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil
Pasal 7
(1) Pelaksanaan Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil
dimaksud dalam pasal 4, terdiri dari : o
a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pepcatatan Sipil (Aplikast AKU
MANDIRI);
b. Pelayanan Pemanfaatan Data (A?likasl LOPE CAPIL)
(2) Hasil Pelayanan Aplikasi Disdukecapil F)erupa dok.umen kependudukan. ,
(3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani secara elektronik.

sebagaimana

Pasal 8
(1) Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(1) huruf a, meliputi :
a. pencatatan biodata penduduk;
b. penerbitan Kartu Keluarga; N
c I1:)>enerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
d. penerbitan Kartu Identitas Anak;

Dipindai dengan CamScanner



» Meliput;. an sebg
E Surat keterangan e Baimang dimakgyqg Bk
Surat :
C. surat l}iitter gan Pin capy Keluar Ne
e e
d angan Tempa vien

akta penc i
terdint atue kulzip anaz(tf: Sifil - sebagaimang dimaksud pada ayat (1) huruf b
a. kelahiran; . |
.‘ b. kematian;
C. perkawinan;
d. pPerceraian; dan
€. pengakuan anak.
(3) Selain register akta pencatatan
pencatatan sipil sebagaimana dim
sipil juga mencakup penerbitan s

urat keterangan,
(4) Pelayanan penerbitan surat kete -

rangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (3)

8. supat bukti pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
surat keterangan lahir mati warga Neg
c. surat bukti pencatatan perkawinan
republik Indonesia;
d. surat keterangan pembatalan perceraian;
e‘ﬁ €. surat bUkti penceraian di luar wilayah Negara kesatuan republic
Indonesia;
f.  surat keterangan pembatalan perceraian;
g8 surat keterangan kematian warga Negara Indonesia di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h. surat keterangan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing
men jadi Warga Negara Indonesia;
i. surat bukti pelaporan pencatatan Warga Negara Indonesia di luar
Negar a Kesatuan Republik Indonesia;
surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan; dan
k. surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan
perjanjian perkawinan.

ara Indonesia;
di luar wilayah Negara kesatuan

[ 2N

Pasal 10
(1) PelayananPemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)

huruf b, meliputi :
a. verifi kasi data penduduk menggunakan NIK ,
7
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€. penerbitan surat keterangan kep

e endaiduk
rc?ntan administrasi kependudukan: an, dan Pendataan Penduduk
(2) Penerbitan sumt keterangan kepen

e e dudukan sebagaimana dimaksud pada
a. surat keterangan pindah;
b. surat keterangan Pindah Keluar Negeri:

C. surat Keterangan Tempat Tinggal; :

d. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pasal9
(1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)
huruf a, meliputi :

a. register akta pencatatan sipil, dan
b. kutipan akta pencatatan sipil.

(2) Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas kutipan akta :

a. kelahiran;

b. kematian;

c. perkawinan;

d. perceraian; dan
e. pengakuan anak.

(3) Selain register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan akta

pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pencatatan
sipil juga mencakup penerbitan surat keterangan.

(4) Pelayanan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

meliputi: .
a. surat bukti pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesla di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. surat keterangan lahir mati warga Negara Indonesia;
C.

surat bukti pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara kesatuan
republik Indonesia;

d. surat keterangan pembatalan perceraian,

e. surat bukti penceraian di luar wilayah Negara kesatuan republic
Indonesia;

Ceraian;
f surat keterangan pembatalan per . o -
g. surat keterangan kematian warga Negara Indonesia di luar wilayah
' ik Indonesia;
Negara Kesatuan Republik 3 . .
h sugat keterangan status kewarganegaraan darl Warga Negara Asing
meniadi Warga Negara Indonesia; T
i suraJt bukti pelaporan pencatatan Warga Negara Indonesia di
! Negara Kesatuan Republik Indo.nes.i‘a; "
j. surat keterangan pelaporan perjan jlan riit)' a;:frll /pe,n L P
: tatan pe
k. surat keterangarll penca
perjanjian perkawinan.

1)
(

huruf b, meliputi : e
a. verifikasi data penduduk menggu I7
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. verttikasi datg keluarga me
nggunak
pPencetakan data pPenduduk el e

3 atan Da i :
dilakukan oleh - ta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
a. Perangkat . e
B R Igelayiﬁa:d:;rll?lﬁ P?I:I]?njm o asama dengan Disdukcapil
‘ strasi Kepend i . ‘

(3) dan / atau kelurahan, P s (Admmduk) Daring pada desa

Pro i

dilaSJ:sd;r: a_lf enga_juar} usulan dan perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data

an sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

turan perundang-undangan.

dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Aplikasi
kung layanan SIAK.

(2) st?lain melalui SIAK sebagaimana
dilakukan melalui sistem pendu
(3) Sistem pendukung layanan SIA i 1
" i y K sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
penerapan Dokumen Elektronik dan TTE;
pelayanan kepada penduduk secara daring;

alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektronik;
pendokumentasian dokumen elektronik;

pemeriksaan keaslian dokumen elektronik;
monitoring dan evaluasi pelayanan dokumen elektronik;
penyelenggara sertifikasi elektronik;

pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan
pelayanan pengaduan dari masyarakat.

6 Pasal 12

(1) Pelayanan aplikasi pemukung semgaimana dimaksud dalam pasal 4,
menggunakan formulir elektronik.

(2) Formulir elektronik sebag a.mana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
format yang tercantum dal am Peraturan Bupati yang mengatur formulir dan
blangko yang-diguniakan d alam pelayanan administrasi kependudukan.

(3) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan melalui
pelayanan Aplikasi Pencatatan sipil.

(4) Aplikasi Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), dapat
diakses melalu1 aplikasi web maupun mobile.

~om Mo a0 OP

Pasal 13
(1) Pelaksanaan Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), dildkukan dengan cara :
a. pendudUk mpelakukan registrasi p ala laman Aplikasi Pendukung Layanan
untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran da}ta; |
b. penduduk melakukan pengisian formulir elektronik dan melengkapi

I
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M sesuai d engan pani

c. penduduk menyetujui

@

d.

g.

3 BBlayanan yanglibutuhkan;

ausul tentang ‘ke temtan dan persyaratan
dalam hal penduduk telah memil
TTE dalam formulir permohonan
penduduk  memeriksa

pelayanan;

iki TTE dapat langsung membubuhkan
peliyanan elektronik;
kembali

mengirimkannya; formulir dan persyaratan serta
penduduk menyim :

: pan formulir permoh ‘
Elektronik yang diajukannya; . onan pelayanan Dokumen

pt;nduduli mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan
P"0S€S pe'ayanan dokumen kependudukan; dan

h. penduduk menerima hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan

sesuai dengan pengajuannya.

(2) Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf h, dapat beru , :
’ pa Dokumen Elektronik d
Dokumen Elektronik. onik dan/atau salinan

Pasal 14

(1) Pelayanan kepada penduduk secara daring sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (2), merupakan aplikasi pelayanan kepada penduduk berisi
informasi dan formulir elektronik serta SE dan TTE yang dapat di akses
secara langsung untuk proses pengurusan dokumen kependudukan.

(2) Alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, digunakan untuk Mmengubah
format formulir cetak menjadi Dokumen Elektronik.

(3) Penerapan Dokumen Elektronik dan TTE sebagaimana dimaksUd dalam pasal

12 ayat (3), merupakan tambahan menu pada aplikasi SIAK berupa menu
dokumen elektronik yang dapat dibubuhkan TTE-

Pasal 15

(1) Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud

b.

dalam Pasal 7 ayat (3), dilakukan proses penandatanganannya dengan cara :
a.

operator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dan kelengkapan
dokumen;

operator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan
selanjutnya dikirim kepada pejabat pengawas,
pejabat Pengawas melakukan verifikasi

dikirimkan oleh operator; ‘ _ .
pejdat pengawas membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan
valrh si dan selanjutnya dikirim kepada Pejabat A du'n‘.:tratowr;_ .
dalam hal pejabat pengawas tidak setuju, maka dokumen dlkcmbaliﬂ:\ant
kepada operator untuk perbaikan atau pejabat pengawas dapa
memperbaiki sendiri; . o
pejabI:n administrator melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang
dikirimkan oleh Pejabat Pengawas; . S
pejabat Administrator membubuhkan parh dektronik hasil \egﬁzi‘::c:air;
validasi untuk selanjutnya dikirimkan Kk pnda kepala Dis P
bupaten; . _ . -
I;Zlal:rll) hal pejabat Administrator tidak setuju, dokumen dikembali

£

dan validasi dokumen yang
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sepada pejabat
: Pengawas untuk —
dapat m Ne perbaikan ata ] .
. Kepala eg;;:balkl sendiry, Y Pejabat administrator
dokumen kCa.i;.nl Kabupaten melakukan verifikasi dan validac:
J- Kepala Dy::;lid‘klrimkan oleh Pejabat Administrator; idani
Elektronik; capil Kabupaten membubuhkan TTE pada Dokumen
dalam
dikemball‘ialianl(;pala Disdukcapil Kabupaten tidak setuju, dokumen
hasil dokumen epada pejabat Administrator untuk dilakukan perbaikan;

Elektronik yang telah dibubuhkan TTE dikiri
e «IB ikirimkan kepada
peénduduk dan disimpan dalam Perangkap Arsip Digital;

m. pend

%isdsl({iuk . dapat mencetak Dokumen Elektronik yang diterima dari
capil Kabupaten sebagai salinan Dokumen Elektronik.

(2) Pengiriman  dokumen

: sebagaimana dimaksud d ;
dil il pada ayat (1), dapat
aksanakan melalui daring sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E3<3111:L11( ! Pasal 16

ez ari;ormuhr elektronik dan dokumen kependudukan sesuai dengan
erundang-

e p g-undangan dengan menambahkan TTE, QR Code dan

Pasal 17

(1) Untuk meningkatkan- akses penduduk kepada Pelayanan Administrasi
Kependudukan‘ (Adminduk) Daring, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
membangun Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Dari
di desa dan/ atau kelurahan; !

(2) K-ios Pelayanan Administraszl Kepen.dl.ldukan (Adminduk) Daring sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menyediakan perangkat komputer, alat
penginderaan, printer, dan terkoneksi dengan jaringan komunikasi data;

(3) Spesifikasi teknis Kios Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

(4) Pembangunan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)

Daring sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggerakkan partisipasi
pemerintahan desa;

(5) Bupati melalui Disdukcapil melaksanakan pembinaan operasionalisasi Kios
Pelayanan Administrasi kependudukan (Adminduk) Daring.

BAB IV
PENDOKUMENTASIAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING

Pasal 18

(1) Dokumen pengajuan Aplikasi Pe mdukung Layanan oleh per}duduk
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 serta hasil dokumen Elektronik yang
telah dibubuhkan oleh TTE sebagaimana dim ak sudhhm pasal 15 ayat (1)
huruf 1, wajib didokumentasikan, dipelihara dan diamznk an sesuai dengan
dengan kewenangan oleh Disdukeapil Kabupaten ; . '

(2) Pendo kumentasian, pemeliharaan dan pengamanan set.)agalman:il dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan melalui Sistem Arsip Aplikasi Layanan; ! é

1
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. bangkan oleh DlSdllk E sud pada ayat
(5) Hasi an mfrastmktur berbagi pakai capil dengan menggunakan
asj Pembangunan dan

Istem Aplikasi Pcndukung Layanan

aatkan olch masyarakat dan
(6 Bngcmbangan d el
) an pemecliharaan S dagaimana dimaksud pad

3 t k "
ketentuan Peraturan yang berlaky cbutuhan da

a pasal 4 ayqat
n  berdasarkan

BAB V
MEKANISME KERJA

Pasal 19
(1) Untuk melaksanakan Aplikasi

- . : Pendukung Layanan Disdukcapil, Bupati
mel ahi Disdukcapil melakukan perubahan mekanisme kerja dj lingk up
Disdukcapil.

(2) Perubahan mekanisMe kerja sebagaimana dimak

sud pada ayat (1), meliputi:
a. fleksibilitas kerja;
b. prestasi kerja;
c. penilaian kinerja.

(3) Fleksibilitas jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terkait
dengan waktu masuk dan pulang kantor dihitung antara lain berdasarkan :

a. jumlah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan
berdasarkan pencatatan waktu computer; dan

b. surat perintah tugas dari pimpinan. N
(4) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung secara
kumulatif berdasarkan jumlah hasil pekerjaan yang dilakukan.

(5) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung dari
kinerja pegawai.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20
i i elaporan
ti melalui Disdukcapil melakukan monitong, cvalu:isr,ll takl(ia.n p
l:‘iull:ijliasi Pendukung Layanan Disdukcapildiingkungan peme
P

Pasal 21 P
ti dalam Hal Pe :
. i elapokan kepada BuPa P emerintah
(1) Kepala Dl;duﬁiﬁlngm La)lljanan Dislukcapil dilingkungan P
Aplikasi en

e a 0 : : | |
g . i p L

(2), dilakukan paling
‘iasi DisdukcaPil.
an pelaksanaan pehyanan aplikasi Dis
penyempurna
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BAB VII
PENDANAAN

P
Pendinaan pemban e
Disdukcapil di lin

gunan dan pemeliharaan Aplikasi Pendukung Layanan

P gkungan pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran
endapatan dan Belanja Daer
mengikat;

ah dan sumber lainnya yang sah dan tidak

BAB VIIII
PENUTUP

Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

i

Ditetapkan di

dralaya
26- 4 2021

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal ¢ avet 2021

SEKRETARIS DAERAH
J KABUPATENOGANILIR

W—

-—/.

7 MUHSIN
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BAB VI
PENDANAAN

Pasal 22
Pe?ndanaan. p<-3m.bangunan dan pemeliharaan Aplikasi Pendukung Layanan
Disdukcapil di lingkungan pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak
mengikat;

BAB VIIII
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

pada tangfal 26-% 2021

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2¢ w™oret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

ALEX MERWANDI, SH.
PEMBINA/ IV.a
NIP. 196511081989031095

13

________‘Iﬂn“mh 15 TV TVEVE VIVIN B IR Y1 0 Y e
Dipindai dengan CamScanner



